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KATA PENGANTAR

Pufi dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas
perkenan-Nya Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kota Bandung Tahun 2021 dapat diselesaikan sebagaimana yang
diharapkan.

Rencana Kerja (Renja) ini menampilkan nomenklatur/kodefikasi
program, keglatan dan sub keglatan yang berpedoman kepada Permendagri
90 Tahun 2019 dan disusun berpedoman pada Undang-undang Nomor 25
tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta
memperhatikan Sistematika Penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasl Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang beriaku, bahwa
setiap Perangkat Daerah diwajfibkan untuk menyusun Renja Perangkat
Daerah dengan mengacu kepada Renstra Perangkat Daerah, serta hasil
evaluasl pelaksanaan program dan kegiatan. Rancangan Awal Rencana
Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun
2021 ini disusun dalam rangka menentukan rencana kebijakan, program
dan kegiatan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung guna

mendukung pencapalan Visi dan Misi Pemerintah Kota Bandung.
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Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) ini, mudah-mudahan
dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan Tahun 2021
pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Kami berharap penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2021 ini dapat
berguna bagl peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kota Bandung.

Bandung,  Juni 2020

KEPALA
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
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16 H. ARIF PRASETYA S, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600825 199011 1 001
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
(BPPD) Kota Bandung merupakan dokumen perencanaan tahunan yang
merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung 2018-2023 dengan
mempertimbangkan pokok-pokok  arahan  dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2021 dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMD) Pemerintah Kota
Bandung Periode 2018-2023. Dalam perjalanannya Renja BPPD 2021
dihadapkan adanya kebijakan Pemerintah Pusat, bahwa perencanaan
penganggaran 2021 harus berpedoman kepada Permendagri Nomor 90
Tahun 2019, dimana arah kebijakan Permendagri 90 2021 "INDONESIA
MENLUIU SATU DATA SATU SISTEM”

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota
Bandung Tahun 2021 memuat rancangan program dan keglatan yang
termuat dalam Renstra BPPD Periode 2018-2023 serta pendanaannya
memperiimbangkan kerangka kebijakan pendanaan dan pagu indikatif
dalam REPD Tahun 2021. Berdasarkan acuan tersebut, maka Rencana
Kerja dan pendanaan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota
Bandung merupakan wujud dari sebuah perencanaan sehingga
menciptakan sebuah komitmen yang harus dilaksanakan secara konsisten
oleh seluruh pegawal Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota
Bandung.

Tantangan yang dihadapl oleh Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kota Bandung adalah eksistensi dalam meningkatkan pendapatan
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untuk kebutuhan pendanaan pembanguran daerah untuk pencapalan
target-target pembangunan daerah, sehingga diperlukan adanya
penajaman penanganan pada Institusi pendapatan yang menyanghkut
peningkatan pelayanan, kualifikasi SDM, standarisasl sarana kerija,
penguatan tata laksana dan akuntabilitas manajemen pendapatan dalam
mengoptimalkan kinerjanya. Serta mulal mempertajam pemanfaatan
teknologi informasi, yang makin erat dengan tata kelola penerimaan dan
pencatatan pendapatan daerah,

1.2 LANDASAN HUKUM
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B6 Tahun

2017 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendaiian dan evaluasl

pelaksanaan Rencana Pembangunan serta musyawarah perencanaan
pembangunan daerah pasal 78, menyatakan bahwa penyusunan REPD
didasarkan pada rancangan Renja Perangkat Daeah,

Proses penyusunan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kota Bandung mengacu dan berpedoman pada landasan hukum sebagal

berikut :

1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme;

2} Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 4421);

Renja BPPD 2021 2




4)

5)

6)

7)

8)

)

Undang-undang Momor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republlk Indonesia Nomor 4437 jo. Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomar 4844);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusl Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Peraturan Pemerintah Momor S8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);
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10)

i1)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak
Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau
dibayar sendiri oleh Waijib Pajak.

Peraturan Presiden Momor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang
tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan
Nomor 28 Tahun 2010, Nomor D199/M PPN/0O<4/2010, Nomor PMK
95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan RPIM Daerah dengan RPIM
Nasional 2010-2014;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasl, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
Dan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029
(Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun
2008 tentang RPIPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E);
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18) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang
Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota
Bandung Tahun 2007 Nomor 08);

19} Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 (Lembaran Daerah
Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 07 jo. Lembaran Daerah Kota
Bandung Tahun 2009 Nomor 05);

20) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota
Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun
2008 Nomor 08);

21) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008
Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Daerah;

22) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2013
(Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 18,).

23) Peraturan Daerah Kota Bandung MNomor 20 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah,

24) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13
Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas
Daerah Kota Bandung.
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25) Peraturan Wall Kota Bandung Nomor 534 Tahun 2014 ftentang
Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uralan Tugas Dan Tata Kerja Dinas
Pelayanan Pajak Kota Bandung;

26) Peraturan Wall Kota Bandung Nomor 609 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja
Unit Pelayanan Pemungutan Pada Dinas Pelayanan Pajak Kota
Bandung;

27) Peraturan Wali Kota Bandung Momor 1405 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan penyusunan dokumen Rencana Kerja Badan

Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung adalah:

1) Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai
acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
yang mewajibkan setiap Instansi pemerintah untuk menyusun
perencanaan strategis dalam lima tahun (Renstra) dan Rencana Kerja
setiap satu tahun sekali (Renja).

2) Sebagali dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang
berpedoman pada RKPD Kota Bandung

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun
2021 disusun sesual dengan Tata Cara Penyusunan Perencanaan

Pembangunan Tahunan Daerah dengan sistematika sebagai berikut :

BABI : PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
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Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah.
1.2, LANDASAN HUEUM
Memuat Undang-undang, Peraturan  Pemerintah,
Perasturan Daerah, dan peraturan lainnya yang dapat
difadikan acuan dalam pernyusunan perencanaan dan
penganggaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah,
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
penyusuran Renja Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Badan
Pengelolaan Pendapatan Daersh, serta susunan garis
besar isi.
BAB IT: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renjfa Badan Pengeiolaan
Pendapatan Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah
« Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah tahun lalu
« Menjelaskan pencapalan target Renstra Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah berdasarkan realisas|
program dan kegiatan pelaksanaan Renja Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah tahun sebelumnya
» Melakukan review hasil evaluasi-evaluasi pelaksanaan
Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tahun
lalu, dan realisasi Renstra Badan Pengelolaan
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Pendapatan Daerah mengacu pada hasil laporan
kinerja tahunan Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah.
2.2 Analisis Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kota Bandung
« Berisi kajian terhadap capaian kinerja Badan
berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan
dalam SPM, maupun terhadap IKK sesual dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis
indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan
fungsi masing-masing Badan, serta ketenfuan
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
kinerja pelayanan.
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2.4 Review terhadap RKPD
Berisikan uraian mengenal perbandingan antara RKPD
dengan hasi analisis kebutuhan, telaahan terhadap RKPD
2.5 Penelaahan usulan program dan keglatan masyarakat
Menjelaskan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang
diusulkan para pemangku kepentingan.
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
3.1 Tujuan dan Sasaran Renfa Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah
Menjelaskan hasil rumusan tujuan dan sasaran didasarkan
atas rumusan Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan
fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang
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dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah.

3.2 Program dan Kegiatan
Menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan
pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan,
uraian garis besar mengenal rekapitulasi program dan
kegiatan, dan penjelasan jika rumusan program dan
keglatan tidak sesuai dengan RKPD

BAB IV : PENUTUP

Berisi catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana

tindak lanjut yang perlu mendapat perhatian balk dalam

pelaksanaan keglatan maupun apabila anggaran tidak sesua

dengan kebutuhan.




BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN
LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota
Bandung

Adapun uralan tugas pokok dan fungsi Badan berdasarkan

Paraturan Wali Kota Bandung Nomor 1405 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasl, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan

Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung tentang Rincian Tugas

Pokok, Fungsi, Uralan Tugas Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan

Pendapatan Kota Bandung sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota

Bandung di bidang Pendapatan Daerah. Sedangkan Tugas Pokok Badan

Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung adalah menyelenggarakan

fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

bidang pengelolaan pajak, retribusi dan pendapatan daerah.

Tahun 2019 Program kegiatan yang terdapat pada Badan
Pengelolsan Pendapatan Daerah Kota Bandung meliputi 8 (delapan)
program yaltu:

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;

Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah;

Program Pembinaan, Pengendalian dan Monitoring Pajak Daerah;

Program Perencanaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah

o S -l L U
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8. Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan PAD non Pajak

Daerah.
Realisasi program kegiatan di tahun 2019 akan dianalisis sebagai

berikut

Renje BFPD 2021




Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
Perangkat Daerah s/d Tahun 2019

Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung
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2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PADA BADAN
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG
Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung dapat
dilihat darl tercapainya Indikator Kinerja sesual dengan Renstra Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2018-2023 yaitu
Tercapainya Target Pajak Daerah. Untuk tahun 2019, seperti yang
tercantum dalam tabel Realisasi Indikator Kinerja di bawah ini :
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Ca indikator Badan Pe Daerah Kota Band
1 2 3|4 3 7 [ 5 10 11 12
Hilai SKM
1 | Pelayanan Pajak 88,31 88,35 8,40 BB,45 18 - 88,45 88,50
Daersh
SKM
PAD
35 88,40 45 %9 88,45 88,50
2 Pajal 88,31 B8, 88, 7
3 E:E_n_umﬁn_ A 2,559,005, 6:36,533, 77| 2,259,552 659.6932. 213,000, 000.00012, 898, 122 597,465 2.154.648,077 294 596.954.341,522{2, 698,122,857 4650, DAZ, 342, 305, 461
ningkatriya
4 Pajak yang 75 BO a2 4 94,36 84 85
Pajak

Catatan : Data per 30 Juni 2020




2.3 1SU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS POKOK DAN
FUNGSI BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDUNG

Era otonomi daerah, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu
menggali sumber-sumber penerimaan daerah khususnya untuk memenuhl
kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya
melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber penerimaan
daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor
peraturan perundang-undangan yang beriaku termasuk Pajak Daerah oleh
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung sebagai lembaga
teknis penghasil PAD dalam bidang Pajak Daerah.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsl sesuai dengan Peraturan Wall
Kota Bandung Nomor 1405 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsl,
Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota
Bandung, dengan dilandasi oleh isu penting penyelenggaraan tugas dalam
sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan dalam Rencana Strategis
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung, hal tersebut
merupakan suatu yang akan dicapal atau dihasilkan oleh Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung dalam jangka wakiu 5
(lima) tahun yang terbagi dalam kurun waktu tahunan sesual penentuan
APBD.

Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah Kota Bandung dihadapkan pada beberapa
permasalahan, yaitu :

1, Kesesuaian regulasi pajak daerah dengan kondisi pelaku usaha di
Kota Bandung yang terus berkembang secara dimanis, khususnya
untuk Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah;

2. Rendahnya kesadaran wajlb pajak dalam pemenuhan kewajiban
untuk membayar pajak dan  kurangnya pengetahuan
masyarakat/pelaku usaha di Kota Bandung terkait aturan Yyang
menjadikan mereka sebagal wajib pajak;
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3. Belum lancarnya konektivitas sistem yang mendorong akuntabilitas
dan transparansi pajak antara wajib pajak dengan Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah Kota Bandung, dalam hal ini berkaitan dengan
manajemen sistem informasi pelayanan pajak daerah, khususnya
pelayanan yang berbasis Informasl dan Teknologi (IT).

4. Tantangan dalam hal profesionalisme dan Integritas SDM Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Berdasarkan identifikasi permasalahan  pelayanan  yang
dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung,
terdapat faktor-faktor penghambat dan pendorong atas pelayanan yang
diberikan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misl Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut. Berikut faktor penghambat dan
faktor pendorong yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kota Bandung.

Faktor Penghambat:

INTERNAL

1. Kualitas dan penempatan SDM
» Belum optimalnya SDM yang terlatih, khususnya dalam bidang

audit pajak dan audit pajak berbasis Teknologi;

2. Pengelolaan piutang pajak daerah belum optimal;

3. Regulasi yang lambat dalam mengantisipasi untuk menyesualkan

dengan kondisl yang ada/terkini;

EKSTERNAL

1. Kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak terhadap pajak daerah masih
kurang;

2. Belum optimalnya koordinasi dengan instansi vertikal;

3. Penetapan target pajak daerah masih berdasarkan pada beban
kebutuhan belanja daerah, bukan berdasarkan data potensi yang ada;

4, Adanya pandemi Covid 19 yang menyebabkan kondisi ekonomi
menurun drastis, dan dimungkinkan butuh waktu lama untuk

pemulinan.
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Faktor Pendorong

INTERNAL

1. Adanya Political Wil dari Kepala Daerah;

7, Adanya komitmen yang tinggi darl seluruh pegawai dengan jumiah
petugas pajak yang memadai;

3. Telah tersedianya infrastruktur sistem informasi teknologl di Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

EKSTERNAL

1. Pertumbuhan wisata dan pelaku usaha wisata yang tinggi;

2. Minat para pelaku usaha untuk berinvestasi di Kota Bandung;

3. Mohilitas penduduk luar Bandung untuk bekerja dan menetap untuk
belajar di Kota Bandung tetap tinggi;
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2.4 Review terhadap RKPD

TABEL 2.4
REVIU TERHADAP RKPD TAHUN 2019
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG

3 5 7
Program
Jumiah Perencanaan Jumiah
Pendapatan | gppp 2,436,311, dan Pendapatan 2,436,311
Pengembangan | Pajak 2,541,188 850
sl T || | ™ | s 729,898
Pajak Dasrah Pajak Docrab
Pengembangan | Jumlah xﬂ_. w__m..u Jumiah
Pengedoiaan LEporan EPPD Laporan | BO,B00,000 Pengeloiaan Data | L2bOran 4 Leporan | 80,800,000
Dats dan Potens Pajak den Potensi Pajak Potensl Pajak
Eﬂﬂnﬂ Daerzh Deniabi Daerah
Dpera




i

£

i el

n
Inbensifikas das Jumiah
& dakemen
Pajak Rekisme | kajian Pajok SN0
Air Réklame | PAT
Tanah
Jumiah
Intensifikas dan dokimen
uuuuuuuu 5650 | Ekstensifikasi karfian Pajak 1,177,727,650
Pajak Burmd dan Burmil dan
Bangunan (PBB) Bangunan
Jumiah
laporan
Intensifikasi da inbensifikasi
Ekstensiikdasi darn 4 laporan | 315,497,000
pajak B akstensifikas
PRy Pajak BPHTE
dan PP
an _ Jumlah
162,357,800 oo i 162,357,800
undangan tentang | Raperda
Pajak Daerah
Jumdéah
. laporan
intenfikasi dan | Seenniast
204 625 60O Ekstensiidan clestensitias 794,525,600
Pajak Hiburan
dan Pajak
Parkir
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laporan 960,000
Petavanan 12 Laporan | 1,512,960,000 | Pembinaan Waj 1,512,
Pengaduan Pajak Daerah

Jumitah

Bporan 1 G2 000 1,075,59,000
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12 Laporan | 66,000,000

p

66,000,000

m
Parencanaan Filal
dan
5,652,411,584 | Penyelenggaraa i o
n Pelayanan
k
Perencanaan dan
Pengembangan
4,259,358,640 i 4,259,358, 640

4 ran | 154,849,062

T AT




f
z

Jumiaf
Kegiatan Laporan Keglatai Laparsn
Operasicnal kegiatan Operasional kegiztan ]
q.____vm_.u..__ﬁij_nﬁ_._ PAD nﬁﬂunn.__ﬁﬁ._mng&ib Laporan | 158,542 850 Pelayanan PAD nﬁ.mmﬂm_..." P 1_5_ Lapotan 158,542 850
Bandung wilayah oo BENUND. | wikayah
Selstan bandung bandung
Selatan Selatan
Jurrikah Jurndah
Kegkatan Laporan Fegiatan Laporan
Operasional kagiatan Dperagional emgiatan
Pefayanan PAD | aperasional Laporan LA Pelayanan PAD cperasional | | 128436401
Wikayah peiayanan PAD Wilayah Bandung | pelayanan PAD | -BPOFan
Bandung Barat | wilayah Barat wilayah
bandung Barat bandung Barat
Jumiah | Jumiah
Kegiatan rui.ﬂ:EEE Kigiatan Hﬂ
nﬂmﬂuﬂﬁ__w_ﬁ operasional 339,950,70 nﬂﬂﬂm__ﬂ:l_u__.h operasianal 4 35.9t0.70
% pelayanan PAD N j_ﬂ_ pelayanan PAD | Laporan e
wikayah Wilayah Bandung | L iava
Bandung Timus handung Timair banduing
5 Thmiir Timur
Juimbah Jumilan
Kegiatan Laparan Kagiatan Lapocan
oo S| B scnnie Operasional .
Pelayanan opera sl operasiona
.__.__.E.:.m._._ nﬂﬁeﬂﬂ_ﬂ: PAD _.h—u.__ua._._ o Mqﬂm_ __.__.E.__ﬂ._._ .m.LT.hW_.ﬁ ﬁl_-.m-__.ﬂ_.._ PAD | Laporan ._n._.mﬂ-qmmm‘m
Bandung wikayah Tengah wilzyah
Tengah bandung handung
Program Program
Perencansan | p foyanan Perencansan | bejayanan
e PAD Bukan 88,31 52,635,000 s A Y PAD Bukan @ 88,31 52,635,000
an ._n.__-_._ Pengelolaan .nu__.i_
Pengelolaan Lo
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173,533,659

2,596, 084,276
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Jumdah Jumiah
it laparan P lBporan
Penyediaan i ? 1
Mk penyediaan 12 Laporan | 1,225,523,000 e peryedizan L - 225,523,000
Minuman dan Mirsuman makanan dan pora

LTS minurmar

bulanan Indanen

Jumiah Jummilah
ﬁﬁixﬂﬁmn kgiatan Eu.u Eﬁ_ﬁ_ kegiata 11

n

dan Konsultas | koordinasi dan A SO0 | dan Konsutasi ke | koardinasidan | Laporan | 00000
ke Luar Dasrah. | konsultasi Limr Dagrah konsulitas

keluar dasrah keluar daerah
Kegiatan Jemigh jasa Kegiatan Jumibah |asa
SRS | 2Bulan | 468467800 | Pervedisan jesa ﬁnﬁ 12 Bulan | 468,487,800
| b koo Kaotoe

= Frosentase P . - Prosentase
Pennghaten | Sevenn dun Peninghatan | Sarena dan
Sersusdan || TeanE 100% 00 | SArana dan Praran 100%
el AL Aparatur 2,350,233, 5 ‘ Aparatur 2,350,233,700
S Kondisi Baik At Kondisi Baik
Kegiatan Jumlah jenis Kegiatan | Jumlah jenis
Pengadaan pengadaan 350,742,700 Pengadaan pengadain 2 jenis 50,742,100
Mebeudair Metselair Mebewdair Metwwilair
Kegaatan jumiah lapora Kegiatan jumlah laporan
Pemeliharaan _”.m_.iﬁ_...iﬂ__ 1,776,416,000 Pamebharaan pemalibarsan taporan | 1.726.416 000
Gedung Kantor | gecdung kantor Gedung Kantor gedung kantor
Kegiatan Jurmlah Kegiatan Jurnidah
Pemeliharaan | laporan Pemeliharaan kaporan 12
Rutin/Beriaia Periengiagan 12 Laporan | 194,700,000 Rutin,/Berkala Perlengkapan 94,700,000
Periengkapan (Gedung Kantor Perlengiapan Gedung Kantor Laporan
Godung Kanlpr | terpefihara Gedung Kantor terpeling
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TOTAL

penyelengga
penyelengga

Pembinaan
364, 400,000 Pembinasn Kinerja
Pembina
an 364 400,000
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2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari
Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung

nan Cakupan Layanan BPPD
urrviah buianan
1 | Kegiatan Penyediaan Jasa ] Jasa
Komunikasi, Sumber Days | penysdiaan jasa BPRD) 12 bulan
diir din Listrik komunikasi, air dan Bstrik
2 | Kegiatan Penyediaan Jasa jurmilah kendaman
Permneliheraan dan Perizinan | kendaraan BPFD 157 ufiit
Eendaraan dimas/nperasional
Dinas/Operagional | terpedihara
3
Jumiah bulanan
Kegiatan Penyediaan Jaca mﬂ'jm BPPD P
Kebersihan Kantor e Manir
]
Kegiatan Peryediaan Alat Jurniah laporan bulanan BPPD
Tulis Kankor penyediaan ATK i e
5 : Jurniah Bporan
Kegiatan Penyediaan Barang BRPPD
Cetakan dan Penggandaan POVERCHAT HLaxar) (e et A
B Penyediaan Jumiah Laporan
Komponen [nstatasi Listrik/ komponen BPPD
Penerangan Bangunan instalas fstrik/ 3 Lapnoan
Jumiah lapora
Fi n
Perslatan dan Perlengkapan | penyediaan perakatan BPPO 9 laporan
Kartar dan periengkapan Kantor
B " Jumiah laparan
Penyadiaan BPPD i3 1
Peralatan Rumah Tanggs m“"’ﬂh m"““"lm : Gl
9 Jumilsh Laporan
Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan hnmm:::m BPPO 12 Laporan
Perundang-LUndangan penundang undangan
10 Jumiah laporan
Kegiastan Penyediaan Bahan penyediagn Bahan BPPD 12 laporan
Logistin. Kantor Losgheti Kantor




i Jumiah laporan kegeatan
Krgistan Panyeciemn penyediaan makanan dan | BPPD 12 Laporan
Makanan dan Miasman A bk {
12| gagiatan Rapat-fa Jurmilah laporan kegiatan
n
mmmmﬂmm kpordinasi dan konsukas | BPPE 12 Laporan
Luar Daerah keluar dacrah
13 | yogiatan Penyediaan jasa | Jumiah jaa bulanan BPAD I
pengamanan kantor pengamanan kantor
In Prosenthse Sarana
Program Paningkatan
Sarana dan Prasarana ";m BPPD 100%
mf Kondisi Baik
4
iatan Pengadaan Jumiah Laporan BPPD
Mebeuias pengadaan Mebeulair 3 Jenis
15 Jumdah laporan
Eagiatan Pemelaraan pemeliharsan BFFD i
Rutin/Berkala Gedung Kantor w: gedung Ko
16 | Kegiatan Pemelinaraan Jumiah laporan
Rutin/Berkala Perlengkapan | Perlengkapan Gedung BRPD 12 Laporan
Gedung Kantor Kankne terpelinars
1| egiatan Pemeliharaan Jumiah laporsn Mebeulsir | gppp | 13
Autin/Berkata Mebeulair terpelihara LApn
18 n . Jumiah Rehabilitast
Kegiatan Fehabiitas BP0
Sedang/Berat Gedung Kantor | ool Peret Ge0ng 1 Laparan
19 ' program Peningkatan Tingkat Disiplin BPPD
Disiplin Aparatur 100%.
m atan Palkaian
Dty Scebuslysis ey BPPD 661 Sted
Periengkapanina scitide
20 Program Peninglatan Persantase Aparabur
Kapasitas Sumbear Daya yang memiliki i BPPD 100%
Aparatur "“'” I'm"""'“'
IV | Kegiatan Sosialisasl Jumiah Penyelendggaraan
Peraturan Perundang- Snsialisasi Persturan arpD 1 Kall
| Lndargan Perundang-Lndangan
M = Jurrilen laporan
Kegiatan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan
Implernentasi Peraturan Bimbingan Teknis BFPD 12 Laparan
Perundang-Undangan lrr#ﬂmtﬁ_:lﬂm
Perundang-Undangan
: h penyelanggaraan
1 Kegiatan Pambinasn Kinerga mFII : BPPD 1l
A Aparatur




URUSAN WAJIB

Program Perencanaan dan | g, \uh pendapatan 8PP0 :.s;'i:f:.;ilm
v Pengelolaan Pajak Daerah Pajuk Dnsreh
Kegiatan Pengembangan Jumlah Laporan Potensi BPPD
Poensi 4 Dolkmen
3 m’“*ﬂﬂﬂ"& mm"hm“ o Pajak Daerah
Kegiatan intensifikasi dan Jumniah dokumen kajlan B
Ekstensifikas Pajak Reklame 1 Dolumen
4 | dan Pajok Air Tansh PR L
Kegiatan Intensifilasi dan Jumnlah dokurmen kagan
Ekestensifikasi Pajak Bumi dan | Pajak Bumi dan BPPD 1 Dokurmen
25 | gangunan (PBB) Bangunan
Jumksh laporan
Kegiatan [ntensifikasi dan intensifice: dan
BPPD 4
26 w pajak BPHTH elabensifikasi Pajak laparan
BPHTE dan PR]
Kegiaktan Permyesiaian
Peratiurin Jurnlah Rapensal/ BPED 1 Dokumen
27 | undangan tentang Pajak Rakepwal Rapenda
Derah o
jatan Intenbifles dan .
T8 mﬂﬂﬂ:llﬂ Pajak Hiburan Wluﬂllilﬂdﬂpgﬂk BPPD 4 Dakumen
dan Pajak Pandr Hibwuran dan r
Jurmdah laporan
Kegratan Intensifikas) dan
29 | Brotensfiiasi Pajak Hotel dan | NETSTS @ | BPPD | 4 Dokumen
Restoran
Pajes dan Pajak restoran
Program Pembinas
e Pengendalian dan 4 m‘m“‘ BPPD 75%
Monitoring Pajak Dasrah
i ) Surat kabar 33
Radio h‘.lh:.ﬂ
Jumiah Peryuiuban dan 771 tayang,
Penyampaian Informasi Tedevisl lokal
Kegiatan Penyuluhan Tertib Pajak Daerah melahl BPPD 178 tayang,
30 | acmiristrasi Pajak Daerah | surat kabar, radio, shileriagit-
tedivisl, webste, dan et than
sosialisasi tatap muka Sosialisas]
tatap muka 4
, iall
Jumilah laporsn
Kegistan Pembingan Wajik Pelayanan Pengaduan REPD 12 Laporan
31 | pajak Daerah Jusmiah laporan 12 Laporan
penertiian Surat teguran
32 Jumiah laporan
Keglatan Penindakan Pamndakan Penungoak BPPD 12 Laporan
Penunggak Fajak Daerah Pajak
3 Kegiatan Pemericsaan dan Jumiah Laporan BPPD 17 Laporan
Pangawasan Pajak Dasran Pemeriksaan
¥l | program Perencanaan dan Milai SKM Pelayanan i
Paibvanas Padaic Daarah | Pajwk Daarsh
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| 34 = Jurmlaky Pengambangan/
Kegiatan Perencanasn dan Pemaliaraan 12 Aplikasi
Pen 1 Kiabjakan Aplikas! Pelavanan Pajak BPPD
komundasi dan Informast Daerah
Pajak Daerah - Perencanaan Aplikasl 1 Apiikasi
= Pelayanan Pajak Daerah
Emﬂwﬂﬁ?‘ Krpuasan Wajlh Pajak BOPD 2 Dolaimen
Em-tllf.q].um
tas Pel  Pajak .HasFelamnFnjuh
36 Wisciial | Jumiah Laporan kegiatan
pumn.f‘p"m Witayah “"“F et 'M"“'mm“' BPFD 4 Laporan
Bandung Utara Utars
37 ; o ) Jurnlzh Laporan kegiatan
Pelayaran PAD Wilaysh mm BEPD 4 Laporen
Bandung Selatan Selatan
38 Jumlah Laporan kegiatan
Kegiatan Operasional
operasiona pelayanan BEPD
Pelayanan PAD Wikyyah 4 Laporan
ki R mmll'!mhwﬂung
Jumdah Laporan keglatan
Kegiatan Dperasional sperasional pelayanan
39 | Pelavanan PAD Wilsyah BPPD 4 Laparan
Barchun T ﬁﬁmm
; Jumilah Laporan keglatan
Keglatan Dperasional
40 | Pelayanan PAD Wilayah m""‘“' mﬁ“"’mp'“'m i 4 Laporan
Bandung Tengah terigah
Program Perencanaan dan Nilai SKM Pelayanan
bangan
vin "“"’F"“IH ok n.nl:unnﬂ BPPD 88,31
Pajak Dasrah
Kegiatan Optimalisas) Jumiah Laporan Kegiatan
41 | Pengeloiaan PAD Bukan Pajsk | Koordinasi Pengelolzan BPPD 12 Laporan
Diaerahi PAD Bukan Pajak Daerah

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung, tidak
ada usulan program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan,
baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan PO,
LSM, asosiasi-asosiasi, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi
BPPD Kota Bandung darl penelitian lapangan dan pengamatan, serta dari
pelaksanaan Musrenbang tahun ini.
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BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG
TAHUN 2021

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kota Bandung Tahun 2021
a. Tujuan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota
Bandung

Dalam pencapaian tujuan merupakan implementasi atau penjabaran
darl misi yang merupakan sesuatu apa yang akan dicapal atau dihasilkan
pada kurun waktu tertentu 1 (satu) tahun kedepan, Berdasarkan uraian
diatas, maka Ranwal Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kota Bandung disusun dengan tujuan yang ingin dicapal dalam upaya
mewujudkan Kota Bandung sesual dengan Visi "TERWUJUDNYA KOTA
BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA, DAN AGAMIS"
atau mewujudkan yang diartikan sebagai kota yang mempunyal jati diri,
dan kebanggaan bagi seluruh warganya, memiliki pelayanan publik prima
tanpa membedakan status. Pemyataan tujuan akan diterjemahkan ke
dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan
tidaklah mutiak harus terukur, ataupun kuantitatif, namun setidaknya dapat
memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapal di masa
mendatang.

Karakteristik rumusan tujuan yang mendasar adalah harus realistis dan
dapat dicapai. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perumusan tujuan
Ranwal Rencana Kerja antara lain;

1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi PD yang
telah ditetapkan. Untuk mewujudkan suatu misi, dapat dicapai melalui
beberapa tujuan;

2. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah; dan

3. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.
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Berdasarkan penjelasan visl, maka Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kota Bandung menetapkan tujuan yang ingin dicapal Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung, sebagal berikut:

1. Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah.
2. Tercapainya Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Pajak
Daerah.

b. Sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota

Bandung

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan
dicapal secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau
bulanan, Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan
strategis pemerintah daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan
alokasi sumber daya dalam kegiatan organisasi/pemerintah daerah. Sasaran
harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, namun dapat dicapal,
berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun
kedepan.

Berdasarkan pengertian tersebut, Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kota Bandung menetapkan sasaran organisasi sebagai berikut:
a. Sasaran atas tujuan Optimalisas! Pengelolaan Pajak Daerah adalah:

- Tercapainya target Penerimaan Pajak Daerah dengan Indikator

Sasaran Jumlah pendapatan pajak daerah:
1, Pajak Hotel
2. Paijak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Parkir

5. Pajak BPHTB
6. Pajak Penerangan Jalan (PFJ)
7. Pajak Reklame

Pajak Air Tanah
9. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
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_ Meningkatnya Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat Membayar
Pajak Daerah dengan indikator sasaran: Persentase Meningkatrya
Waijib Pajak yang Membayar Pajak Daerah.

9. Sasaran atas Tujuan Tercapainya Kepuasan Masyarakat terhadap
Kualitas Pelayanan Pajak Daerah dengan Sasarannya adalah:
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabiitas Kinerfa Pajak Daerah
dengan Indikator Sasarannya adalah
a. SKM Pelayanan Pajak Daerah;

b. SKM Pelayanan PAD bukan Pajak Daerah.

Tabe 3.1

Sasaran dan Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kota Bandung

1 2 3
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah :
1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
i Tercapainya Target Penerimaan | 4. Pajak Parkir
Pajak Daerah. 5. Pajak BPHTB
6. PP
7. Pajak Reklame
B. Pajak Air Tanah
9. PBB
Meningkatnya Kesadaran dan | Persentase Meningkatnya Waijib
2. | Kepatuhan Masyarakat dalam |Pajak yang Membayar Pajak
Membayar Pajak Daerah, Daerah
3. | Meningkatnya Kualitas IKM Pelayanan Pajak Daerah
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‘ Pelayanan dan Akuntabilitas

Kinerja Pajak Daerah

IKM Pelayanan PAD Bukan Pajak
Daerah

3.2 Target Pajak Daerah Tahun 2021

Adapun target Pendapatan Pajak Dserah Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah Kota Bandung pada tahun 2021 adalah sebesar
Rp. 2,691,062,135,340.- yang terbagi kedalam 9 jenis mata pajak.

Tabel 3.2

Proyeksi Target Pendapatan Pajak Daerah

Tahun 2021

1 | Pajak Hotel 305.000.000.000
2 | Pajak Restoran 350,000.000.000
3 | Pajak Hiburan 50.000,000,000
4 | Pajak Parkir 45,000.000.000
5 [ PP 205.000.000.000
& | BPHTB 550,000.000. 000
"7 | Pasnk Awr Tanah 33.000.000.000
8 | Pajak Reklame 35.000,000.000
Pajak Burmi dnn
g | L 600,000,000.000
Perkotaan
JUMLAH 2.213.000.000.000
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BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH TAHUN 2021

4.1 Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kota Bandung Tahun 2021
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu
vang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam
rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.
Program berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan sebagaimana
ditetapkan dalam strategi, selanjutnya dalam menetapkan program telah
dipertimbangkan "siapa melakukan apa”™ dan jangka waktu
penyelesaiannya.
Dengan demikian program adalah salah satu cara untuk mencapai
tujuan dan sasaran merupakan rencana aksi terpadu yang meliputi:
« Penetapan kebijakan
« Program operasional
« Kegiatan/aktivitas
Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu
yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan
dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan
tujuan. Kegistan merupakan titik awal menuju perwujudan misl dan visi.
Kriteria Kegiatan adalah sebagai berikut:
s Spesifik
« Terukur
«  Agresif
« Berorientasl kepada hasil
« Memiliki jangka waktu tertentu
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Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan serta dalam
rangka pencapalan target kinerja sesual dengan indikator kinerja Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung dalam RPIMD 2018-2023
yaitu pencapaian target pendapatan daerah maka program-program yang
akan dilaksanakan meliputi :

Program Urusan Wajib :
(1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah;

(2) Program Pembinaan, Pengendalian dan Monitoring Pajak Daerah;
(3) Program Perencanaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pajak
Daerah;
(4) Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan PAD Bukan
Pajak Daerah.
Program Non Urusan :
(1}  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
(2)  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
(3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
(4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
Sedangkan nomenklatur/kodefikasi yang sesual dengan Permendagri
90 Tahun 2019 adalah sebagal berikut :
Program Urusan Wafib :
(1) PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Program Non Urusan :
(2) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH;
Adapun untuk merealisasikan program-program tersebut di atas,
maka rencana keglatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 adalah
sebagai berikut :
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Tabel 4.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2021

Jumiah Laporan
Pengeloiaan Dat dan Patensi Pajak 4 Laporan 120,000,000
Potensi Pajak Daerah Daerah
mlanlwlunmmﬂlllaﬂ Jurniah dokurmen
Pajak Reklarme dan kajtan Pajak 1 Dalourmien 480,805,963
Pajak Air Tanah Reeidame { FAT
ﬁ'm‘ Intensifikasl | 5 sk dokumen
mﬂmmwﬂmiﬂﬁ kajgan Pajak Bum| | 2 Dokumen 6,781,724,550
Bangunan (PBB) saiodsiss
Juméah laporan
Kegiaman Intensifikasl | inkensiflkasl dan
dan Ekstensfikias plestansifikas 4 laporan 384,000,000
pajak BPHTB dan PP] | Pajak BPHTB dan
PPl
Kegiatan Penyesugian
Jumish Raperwal/
m Perundang: | ooy eowal 1 Dakumen 117,756,200
Pajak Dagrah Rapton
Jsmilah |eporam
E‘mﬂ. Intensifikasl | | imnsifikasi dan
Paﬁilﬂlh.ll e ekstensifikasi 4 laporan 440, 000, 000
Pajak Paridr Pajak Hiburan dan
Pajak Parkir
Jumidsh laporan
W Intensifikas dan
Pajak Hotel an Pajak ekstensifikas) 4 laporan 340,000,000
Restoran Fajak Hoted dan
Pajak restoran
Program P "
mlnﬁn dn i, Pt 75% 6,460,564,650
Monitoring Pajakc | Wallb Pajak
Daerah Dasrah
Juméah Surat kabar 30 tayang
K=giatan Permaulubin
Torth Adminigtras) | [OTVUMen dart |, 3,643,769,250
Peryfarmpaan Rindio lokal % tayang, F
ERMNCT Informasi Pajak | Televisl lokal 9




Daerah metsbul tayang,
surat kabar, radio, | website 30 paket, dan
tesayisi, wibsie, Sosialisasi tatap muka
dan sosiaisas g kall
tatap muka
Jumiah laporan
Pembil Pangad 12 Lapoman
latan nasn uan
¥ HHE_H: Pajak Dserah Jumlah laporan 12 Lispoerasn 1,568, 200400
penarbitan Surat
Kegeatan Penindakan | Jumiah laporan
n
10 Perunggak Pajak Penindakan 12 Laporan 1,075,592,000
Daerah Penunggak Pajak
Pemeriksaan
15| o Perwgawasn Pajak | 2UMIahLoporan | 13 jagoran 72,765,000
Pemeriksaan
Daerah
Frogram
Perencanaan dan Hilai SKM
m Pelayanan BB, 40 5,224,442,227
Pelayanan Pajak Pajak Daarah
Diaerah
Kegiatan Perencarean | - Jumiah
da bangan Pengembangan)
12 I:ehijaunn ““"Tmm Pemeliharaan 12 Aplikas 3,755,358,640
dan Informasi Pajak Apiibas Pelayanan
Daerah Pajak Caerah
Keglatan Analiss dan
Evaluasi Pemungutan ]mm
13 | pajak Daersh atau Wm"bﬂ s 2 Dokumen 115,000,000
Survel Kepuasan WP Fﬂhi:ﬁ Pajak
atas Pelayanan Pajak
Jumiah Laparan
Kegiatan mpm gonal | kegiatan
Palayanan
s Wilayah Bandung pelayanan PAD A Laporsn 155,072,485
Utara wilayah bandung
Litara
Jumiah Laporan
Kagiatan uﬁm-.al kg latan
15 operascral
Wikayah Bandung pelayanan FAD - Apain 396,357,125
Salatan wilayh bandung
Selatan _
Juméah Laporan
Kegiatan Dﬁﬂﬂ;ﬂﬂl kagiatan |
16 m‘:""ﬂn‘m‘w w""‘"’“n‘“m 4 Laporan 141,601,132
Barst wilayah bandung
Barat
Jumlah Laporan
Kegiatan Operasional | kegiatan
L7 Pelayanan PAD operasonal
Viilayah Bandung selsanan PAD: | | 1aporm 209,642,504
Tirmwur wilayah bandung
Timur |




Jumiah Laparan
Kegiatan Operasional kegiatan
18 Pelayanan PAD mpm 4 Laporan 3434103491
Tengah wilayah bandung
tengah
Progreem Nilal SKM
Perancanaan dan
IV | pengembangan Pub. : D | s831 63,688,350
Pengelolaan PAD Daarah
Bukan Pajak Dasrah
Jusmiah Laparan
Kegiatan
Eeglatan Optimalisasi
19 PAD WF. oo pap | 12 Lapomn 63,688,350
Bukan Pajak Daemah Bukan Pajak
Danzrah
pel Cakupan
V | Adrmtte i 100% 12,224,539,108
Perkantoran Sk
Jasa Komunia m]ﬁ
a0 ' pemyediaan jasa 12 buslan 210,000,000
Sumber Daya Air dan \ e, it
Listrik dan listrik
Kegiatan Penyedisan Jurniah kendaraan | oq 10 roda dua:
lasa Pemeliharaan dan | kendarsan s 400,000
a1 Pertzinan Kend sy onal | 26.0nit roda 4; Ibis | 2,820,400,
Jumiah jasa
iatan Penyediaan
22 f:f: Keharsihan mun jasg | 12Dulen 1,248,500,000
i kobersihan kantor
= Jumiah la
rk nPenyedizan | yiccan | 12 Laporan 990,000,000
Alat Tulls Kantor penyediaan ATK
Jurniah Baporan
Kagiatan Penyedaan
24 | Barang Cetakan dan m 12 Laporan 306,000,000
i penggandaan
25 | |Nomponen st kompanen 12 Laporan 173,250,000
Listriky Penerangan instalas listrik/
Jumiah laporan
Kegiatan Permyediaan panyediaan
26 | peralatan dan w 12 laporan 2,500,000,000
Perengkapan Kanbor &g n
Jurnlah laparan
77 | Poralatan Rumah D man | 121aporan 157,500,000
Tangga “ .
Kegiatan Penyediaan Jumiah Laporan
28 Banan Bacaan dan penyediaan bahan 12 Laporan *?r:mm
Peraturan Perundang- | bacaan dan
Ve Unidamgar peraturan
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perundang
thn laporan
: a
iatan Perpediaan 210 000
2 mmm'l Foer | penyediaan Bahan | 12 laporan (000
Jumiah laporan
Regiatan
Keglatan Penyedisan 1,351,139,107.50
= T R B
minvuman bu
Kegiatan Rapat-Rapat m:mﬂ
Konsultasi ke Luar bansuitast Rakss
Daarch daerah
Jumiah jasa
Pestyediaan
32 ﬁ% Eusianan 12 Bulan 566,500,000
karitor Fﬂm'“"'"”'“
- Prosentase
Fropiam Sarana dan
vi | Peningkntan Sarana | o o ona 100% 1,570,000,000
dan Prasarana Aparatur datam
gt Kondisi Baik
lah
33 | Megisten Pengacaan w 12 Laparan 200,000,000
Mebeutalr
o e jumiah laporan
M| Rutin/Berkals GH:LI:; m 12 Laporan 1,100,000,000
Faor gedung kankos
Kegiatan Pemeliharaan | Jumiah laporan
15 Rutin/Berkala Perlengkapan £ Lncoren 195,000,000
Periengkapan Gedung | Gedung Kantor
. Kantor terpoithara
Keniatan Pemeliharaan | Jumlah laporan
36 | Rutin/Berkala Mebeutair 12 Laparan 75,000,000
Mebeilalr terpelihara
VI1 | paningkatan minl.in 100% 495,000,000
"g!_llplln Aparatur Aparatur
iatary Pengadaan Jurmilah paksdan
37 ::tim Dinas Beserta | dinas beserta 661 Stel 435,000,000
Perlenokapannya periengkapannya
o
Program Aparatur yang
o Kapasitas Sumbar ko i petens i 3,118,250,000
Daya Aparatur sesua
RETT
Penyelenggarazn
Kegiatan Sosialisas
38 Pﬂ-anl':n Perundang- | Comiises 1 Kall 120,750,000
indar -
I Undangan
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Jurndah laporan
Kaglatan Bimbingan m' i 'H“m““”
ngan
9 | Tenks Implemenths | joementas 12 Laporan 577,500,000
Peraturan Perundang- | oo oo
Urxdangen Perundang:
Undangan
Jurmlah
Keglatan Pembinaan ey ElEnggaraan
S0 | eis Aparatar Pembinaan Kingria | 1 420,000,000
Aparatur
TOTAL 35,818,771,048

Program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2021 berdasarkan
Permendagri 90 Tahun 2019

| 3 2 3 5 6
PROGRAM PENUNIANG Milsi IKM Palayanan
T | URUSAN PEMERINTAHAN | Pajak Daerah 100 % 7408540040
DAERAH
1 | Administrasi Kevangan 74.384.315,080
Penyediaan Gall dan Terpenuhinys Gall dan 14 #4.384.219.08
Tunjangan ASH Tunjangan ASN i I
Kegiatan Administrasi Jumiah Dokumen 12.803.485.8
2 | v Administrasi Umum s |
Tersediama Jasa
""ﬂmﬂ Komunikasi, Sumber Daya | 12 bulan | 185,725.900
Sumber Daya Air dan Listrik -
Tersedignya Jasa
”“"f'“‘“-‘“fzn i Remelinaraan dan (o7 | 1-323.449.86
1 :‘"'E'I "“'w' Perizinan Kendaraan 0
. Tersadianya Jasa
Penyediaan Jasa Kebersihan 1.323.445.86
Kant Kebersihan dan 12 buian 0
i _Kantor
Pertyediaan Alat Tulls Kant Lﬂnﬁhm Alat Tulis 12 Laporsn 3311.5&1.51
“Penyediaan Barang Cetakan | Tersedianya Barang
dan Penggandann Cetakan dan sibeaiisil iz
Perwadizan Komponen
Instalas! Listrik/Penerangan w Komponen | 4 yanoran | 324.668.700
unan Kantor
Peryedizan Peralatan dan Listrik/Penerangan 1 taporan 1.506,992.52
n Kantor Bangunan Kankoe” 1]
Penyediaan Peralatan Rumah | Tersedianya Peralatan dan
Tangga Periengkapan Kantor 12 laporan | 173.775.800
Peryediaan Bahan Bacaan 2 Feralal
dan Persturan Perundang- ;,min Tangga 12 Laporan | 17.264.000
Undangan 1
Penyediaan Bahan Logstik Tersedianya bahan bacaan 12 Laporan 1.151.220.00
Kantor dan paraburan perundang- 0




Tarsedianya bahan logistik

P n Makanan dan BOL.045.000
| yediaa I 12 Laporan
Konsultas! ke Luar Daerah LT
Pengatiaan Mebeleur Terloksonsnya Pengadeaf | | Laporan | 511510120
Tertaksananya
Parsliharaan Futin/Barkala Pematiharaan 2 Laporan 1.264.B81.64
eduing Kamtor futin/Berkaia Gedung 4]
Kantar
Teraksananya
Pemalitaraan
Pernciitaraon Rutin/Bedkals. | o, 40 rparkala 12 Laporan | 194.315.000
Peripngkapan Gedung Kantor Perlenghapan Gadung
Farntor
%
Pemeliharaan Rutin/Berkals w"”mm-" n" 12 Laporan | 74.864.790
e Rutin/Berkala Mabelu
Jumiah Dokumen
Peningkatan Disiplin dan Peningkatan Disiplin
Kapasitas Sumber Daya &11.884.000
dan Kapasitas Sumber
P Daya Aparatur
Terlaksananya Pengadaen
Pengadaan Pakaian Dinas Pakaian Dinss Beserta 84Sl | 184.864.000
Besertn Perlengiapannya
Perlengkapanrya
Teraksananys Sosializas
Sosialisasi Peraturan Peraturan Perundang- 1 Kail 112,000,000
Perundang-undangan st rdang
Terlaksananya Bimbingan
Bimbingan Teknis Teknis Imphementasi
Implementas Paraturan Peraturan Perundang- 12 Laporan. | 315,000,000
Perundang-undangan undangan dan Pembinaan
Kinerja Aparatur
PROGRAM PENGELOLAAN | Jumiah Pendapatan 12508 406,85
PENDAPATAN DAERAH Pajak Daerah 0
Jumilah Dokumen
Perencanaan,
Pengembangan, T E——_, 12,508 426,85
Pengendalian dan Evaluasi mr . I""“‘ :'*_ g
Pendapatan Dasrah Evaluasi Pajak Daerah
Penyusunan Kebijakan Teknis | Jumiah Dokumen Potensi
Perencanaan dan Pajak Daerah, Pajak
Pergemixingan Prdipatan | | Risston dan ael 3 Dokumen | 1.208.957.200
Dadrih Rekdamea
Penyusunan dan Evalusi
Kebijakan Tentang Skstem Jumiah Raperda/Ragerwal/ :
Administras Pelayanan Pajak | Rakepwal 1 Dceiman | AEAMANN
Daerah dan Retribusi Daerah
- Jurdah Panyuluhan dan | 4552 mmk
; Parpamipaisn Inforrmast BB0
mﬁlwn Stratedl | boak Daerah melatul Surat | Tayana/sp
Kabar ot
Penyebariuasan Informas - Jumilah Penyuluhan dan | 420 LIS N
Dacrah Kepads Masyarakat | oo Boerah melalui Radio | ot
- Jumiah Penyuluhsn dan | 16 Paket
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Penyampaian Informasi 5 Paket
Pajak Daerah melalul
Tisleryisi
« Jumlah Penywluhan dan
Penyysmpaian Informasi
Pajak Daerah matalul
Wehsite
- Jumiah Penyuluhan dan
Penyampaian [nfomes
Pajak Daerah melatul
| Seaalisaz Takap Muka
= Jusilah Perencanaan
Pervpeh Sisten Aplikas Pengelolaan Pajak
Informas Pajak Deerah dan _D“H' i Apllasi | 4.077.560.000
Aetrius Dasrah Jumiah Pengembangan/
Pemaliharaan Aplikasl
Pelayanian Pajak Daerah
| Pemeliharaan dan
Pemutakhiran Basis Cata Jumilah Dokumen Kajian ;
Pajak Daerah dan Retribusi | Pajak Ar Tanah LAplas | 2.265.215.650
Daerah
Jumiah Dokumen Kajian
Pemeriksanaan Pajak Dasrah Pafak Bumi dan Bangunan 1 Dokumen | 2.725.000,000
Monitoring dan Evaluasi ]"""'"‘"'I : mm‘l e
Pemungutan Pajak Daerah i 131 330.000
dan Retribusi Daerah w Pl BRI
3 Tmu 00 R T, T

4,2 Pendanaan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Rencana Kerja Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan
pembangunan tahun 2021 sebagal acuan bagl Perangkat Daerah yang
berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif,

Bagi Perangkat Daerah pelaksana program/kegiatan, Ranwal
Rencana Kerja Tahun 2021 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kerangka
anggaran Tahun 2021 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan
sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan
program pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2021 dan
Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD
Tahun Anggaran 2021 benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya
oleh masyarakat luas.
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Pelaksanaan keglatan Ranwal Rencana Kerja Tahun 2021 harus
dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperiukan upaya
keterpaduan dan sinergitas antar Perangkat Daerah, Perangkat Daerah
dengan Pemerintah Kota maupun Perangkat Daerah dengan masyarakat
pada umumnya. Untuk mencapal keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan
yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum
perencanaan, rapat koordinasi maupun penjarindan aspirasi masyarakat
sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring
dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan
proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh
hasil yang maksimal, serta sebagal umpan balik bagl perencanaan
pembangunan tahap berikutnya.
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Tabel 4.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD PADA RKPD PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022

BADAN PENGELDLAAN PENDAPATAN MOTA BANDUNG

i 8| &4
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6,460,564, 650 §,011,981,745
Surat kabar 30
Radia loka! 9 Raic lokal 9
Televisi iokal 9 S
%,
3,543,769,250 baits 30 5
paket, den
SnciElas
tatap muks 9 Eatap ke 9
ki
12 Laparan
12 Laparan 1,751 440 320

| 568,038,400

N | 1075,992,000

Renjn BPFD 202150




E

Kegiatan Pemaeriksaan

|

72,765,000

12 Laporan 76,403,250

I
g

|

;
|

5,545,010,890

S | 3,750,358 640

§5i8
i

215,000,000

235,004,000

i

jietiie

§§§ RS

i
:

158,072,485

162,807,540

N | 306,357,125

475,628,550

Kegiatan Operadicnal

1
I

wilayah handung

g
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petayanan
ol iy BRFD APED 12 Bidan
laza Kebersihan Kantor penyediaan jasa 1,248, 500,000
kaporan
o Pyt e BPPD APBD 12 Laparan | 550,000,000
e penyediasn ATK bt
Kegiatan Pemyediain Jumiah laporan
Barang Cetakan dan pengadaan cetakan | BPPD 300,000,000 APBD 12 Laporan | 300,000,000
Penggandaan dan_penggandaan —
Keglatan Penyediaa Jurrilah Laparan
Komponen Instalas BFPD APBD
Listrik/ Penerangan Kompanen instalas: 173,750,000 12 laporan | 181.912,500
Bangunan Kantor listrily/ panerangan
Jumlah aparan
Kegiatan Penyadiaan
Peralatan dan peralatan dan BPPD 2.500,000,000 APED 12 laporan | 2,500,000,000
Ferlengkapan Kanior perlenghkapan
Jurnlah |apcran
Peralatan Rumah Tangga | peralatan rumah 157,500,000
Jumlah Laporan
Keglatan Penyediaan penyediagan bahan
_.__in Perundang- 47,250,000 Laparan
fi
Jumilah laporan
Penyediaan penyediaan Batan
Bahan Loglstik Kantor n 10,000,000
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1,416.606,062.88

1,650,000,000

12 Lsporan | 1,815 000,000

;
%"

566,500,000

12 Bulan 623,150,000

1,680,000,000

1,570,000,000
Pengadaan

e BPPD | 12Lapomn | 40 00 oon 12 Leporan | 200,000,000
Rutin/Berkaia Gedung BPPD | 12 Laporan | 1 100 000,000 12 Laporan | 1,210,000,000
¥egiatan Pemediharaan
FEE_FE.__E__EF " BePo 12 Laporan | yqe 00 000 12 Laporan | 195,000,000
Magiatan Pemeliharaan
e tanis Mebeirr BPPD 12 Laporan | 7 oo g0 12 Laporan | 75,000,000
Program Peningkatan ngkat Disiplin
B Amitnr 100% | 4oc 600,000 100% | 544,500,000
Keglatan Pongadaan Jumiah pakalan
Pakaian Dinas Beserta diries baserta | Siad 435,000,000 641 Sted Sl 500, 000

ka I
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BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung
Tahun 2021 mengakomodir nomenklatur/ kodefikasi program, keglatan dan
sub kegiatan yang sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019, Renja BPPD
sendifi merupakan penjabaran proses perencanaan kegiatan dalam rangka
pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana
Strategis 2018-2023 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung,
dimana proses perencanaan yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan
Pendapatan Deerah Kota Bandung sebagaimana tercantum di dalam
Indikator Kinerja Utama Badan mempunyal 2 (dua) Sasaran yaitu : Jumiah
pendapatan Pajak Daerah dan IKM Pelayanan Pajak Daerah.

Rencana Kerja Badan Pengelolsan Pendapatan Daerah Kota Bandung
merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk
memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021
dilingkup Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung, guna
mendukung tercapainya target Pembangunan Daerah Kota Bandung yang
tertuang dalam Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah koia
Bandung 2018-2023.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung
merupakan bagian dari rencana aksl dan tindak lanjut dari isu-lsu atau
permasalahan yang terjadi, yaitu;

1. Kesesualan regulasi pajak daerah dengan kondisi pelaku usaha di Kota
Bandung yang terus berkembang secara dimanis, khususnya untuk
Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah;

2. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban untuk
membayar pajak dan kurangnya pengetahuan masyarakat/pelaku
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usaha di Kota Bandung terkait aturan yang menjadikan mereka sebagal
wajib pajak;

3. Belum lancarmya konektivitas sistem yang mendorong akuntabilitas dan
transparansl pajak antara wajib pajak dengan Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah Kota Bandung, dalam hal ini berkaitan dengan
manajemen sistem Informasi pelayanan pajak daerah, khususnya
pelayanan yang berbasis Informasi dan Teknologl (IT).

4, Tantangan dalam hal profesionalisme dan integritas SDM Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Barkenaan dengan hal tersebut diatas, untuk meminimalis
permasalahan yang dihadapi, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota
Bandung akan mereallsasikan program-program kegiatan yang medukung
perbailkan permasalahan yang terjadi di lingkungan Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah Kota Bandung dengan melaksanakan keglatan Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur, Peningkatan Disiplin Aparatur, Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur, Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan  Pajak
Daerah, Program Pembinaan, Pengendalian dan Monitoring Pajak Daerah
dan Program Perencanaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah,
program-program diatas merupakan nomenklatur Permendagri Nomer 13
Tahun 2006

Adapun rencana program yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021
sebanyak 8 (delapan) program, 38 (tiga puluh delapan) kegiatan
sebagaimana terlampir pada tabel 4.1 dengan perencanaan target
pendapatan sebesar Rp. 2.213.000.000.000,- sebagaimana terlampir pada
point 3.2.

Sedangkan untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang sesuai dengan

Permendagri 90 Tahun 2019 adalah sebanyak 2 (dua) Program yaitu

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Pengelolaan

Pendapatan Daerah, 4 (empat) kegiatan yaitu, Administrasi  Keuangan,

Kegiatan Administrasi Umum, Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas
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Sumber Daya Aparatur, dan Kegiatan Perencanaan, Pengembangan,
Pengendalian dan Evaluasl Pendapatan Daerah, dengan total 27 Sub
Kegiatan.

Demikian Rencana Kerja ini disusun, semoga Allah SWT meridhainya
sehingga dapat dimplementasikan sebagaimana yang diharapkan.

Bandung, Juni 2020

| KEPALA
BADAN PE PENDAPATAN DAERAH
ouNG
Il'f:l' ’_,.:}'
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